SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG PENGALOKASIAN, PEMBAGI AN, DAN TATA CARA
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadinya dampak Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengakibatkan
penurunan Pendapatan Daerah yang bersumber dari
Dana Perimbangan, sehingga besaran Anggaran Alokasi
Dana Desa kepada Desa di Kabupaten Madiun Tahun
Anggaran 2021 perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengalokasian,
Pembagian, dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana

Desa di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2021;



Mengingat

1.

0=

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6516);
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3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang  Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
(Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaiaman telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 157);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran
2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun
2015 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun
2015 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Madiun Tahun 2020 Nomor 11);

Peraturan Bupati Madiun Nomor 81 Tahun 2018
tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
Pemerintah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah
Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 81) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Madiun Nomor 61 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Madiun
Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan
Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun

(Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020 Nomor 61);



Menetapkan
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18. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Madiun Tahun 2020 Nomor 60)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 14 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Madiun Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Madiun
Tahun 2021 Nomor 14);

19. Peraturan Bupati Madiun Nomor 63 Tahun 2020
tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara
Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten
Madiun Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Madiun Tahun 2020 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG
PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN TATA CARA
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN
MADIUN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun
2020 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara
Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Madiun
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Madiun
Tahun 2020 Nomor 63) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:



Pasal 2

(1) Jumlah ADD yang dianggarkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun
Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp173.934.169.000,00 (seratus tujuh puluh tiga
milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus
enam puluh sembilan ribu rupiah).

(2) Sumber ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berasal dari Dana Perimbangan yang diterima
Pemerintah Kabupaten Madiun dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus (DAK).

(3) Jumlah ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:

a. sebesar Rp2.229.793.000,00 (dua milyar dua ratus
dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan
puluh tiga ribu rupiah) untuk alokasi anggaran
[uran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan
Perangkat Desa; dan

b. Sebesar Rpl171.704.376.000,00 (seratus tujuh
puluh satu milyar tujuh ratus empat juta tiga
ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dialokasikan
kepada 198 (seratus sembilan puluh delapan)
Desa untuk:

1. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan;
pembangunan desa;

pembinaan kemasyarakatan;

pemberdayaan masyarakat desa;

a kDb

penanggulangan bencana, keadaan darurat,

dan mendesak desa.

2. Ketentuan Lampiran  diubah sehingga  menjadi
sebagaimana  tercantum = dalam  Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar  setiap orang  mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 7 Mei 2021

BUPATI MADIUN,
ttd.
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban

pada tanggal 7 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH,
ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 17
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO



